
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1219, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Politeknik 
Keselamatan. Transportasi Jalan. Standar 
Pelayanan. Minimal. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM. 85 TAHUN 2013  

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

PADA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan 
kualitas pelayanan pada Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan diperlukan Standar Pelayanan 
Minimal Pada Politeknik Keselamatan Transportasi 
Jalan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang 
Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik 
Keselamatan Transportasi Jalan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4616); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5157); 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 90); 

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa; 

16. Keputusan Menpan Nomor Kep/26/M.PAN/2004 
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif 
Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM. 15 Tahun 2012 tentang Sistem Organisasi 
dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi 
Jalan; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1219 4

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLITEKNIK 
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN. 

Pasal 1 

Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan merupakan pedoman pelayanan minimal yang wajib 
dilakukan oleh Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat, khususnya pelayanan pendidikan di bidang keselamatan 
transportasi jalan. 

Pasal 2 

Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: 
a. standar isi; 

b. standar proses; 
c. standar kompetensi lulusan; 

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; 
e. standar sarana dan prasarana; 
f. standar pengelolaan; 

g. standar pembiayaan; dan 
h. standar penilaian.  

Pasal 4 
Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
diterapkan secara penuh yang dimulai pada Tahun 2013. 

Pasal 5 
(1) Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik Keselamatan 

Transportasi Jalan yang telah diterapkan secara penuh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dievaluasi secara 
berkelanjutan oleh Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi 
Jalan. 
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(2) Hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik 
Keselamatan Transportasi Jalan, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Oktober 2013 
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
E.E. MANGINDAAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Oktober 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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